BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amanat Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa menyatakan bahwa ‘“Pembangunan Desa bertujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta
penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar,
pembangunan sarana dan prasarana desa pengembangan potensi ekonomi
lokal, serta pemanfaatan sumber alam dan lingkungan secara berkelanjutan”
(Desa, 2016). Oleh sebab itu pembangunan perdesaan seharusnya mengarah
pada peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan melalui
pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa
diharapkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)
terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk
mencapai kehidupan yang lebih baik dan taraf hidup yang lebih berkualitas.

Pemerintahan desa merupakan unit lembaga negara terendah yang
berperan sebagai penyelengara urusan-urusan pemerintahan dalam rangka
kepentingan masyarakat setempat. Sejumlah pendapat ahli menyatakan
bahwa pemerintah desa memiliki peranan untuk menciptakan kehidupan
demokratik, memberikan pelayanan sosial, rasa tentram, dan berkeadilan
(Eko 2003), sebagai penggerak masyarakat dalam proses pembangunan

(Pambudi, 2003). Sedangkan Adisasmita (2006) mengatakan peranan desa



lebih pada usaha-usaha untuk mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya
masyarakat.

Adapun salah satu sumber pendanaan dalam pengelolaan
pemerintahan di desa adalah dari pengelolaan dana desa (DD). DD
merupakan dana stimulan berupa bangian keuangan dari pemerintah pusat
yang diterima oleh seluruh desa yang ada di Indonesia. Tujuan utamanya
adalah untuk menghadirkannya kemandirian desa, mengingat dari Indek
Desa Membangun (IDM), dari 74.093 desa yang ada di Indonesia, baru ada
sekitar 3.608 (4,89%) desa masuk kategori desa maju dan 22.882 (31,04%)
desa berkembang, dan 174 (0,24%) desa dengan kategori mandiri.
Berikutnya ada 33.592 (45,57%) desa masih dalam kategori tertinggal dan
13.453 (18,25%) desa masuk kategori sangat tertinggal.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU
desa) menyebutkan bahwa struktur kelembagaan desa meliputi: (1)
Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa); (2) Badan
Permusyawaratan Desa (BPD); (3) Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD);
(4) Lembaga Adat; (5) Lembaga Kerjasama Antar Desa; dan (6) Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes). Masing-masing lembaga desa memiliki
kedudukan tertentu dalam konstruksi penyelenggaraan pemerintah desa.
Kedudukan dimaksud merupakan dari tugas, fungsi dan kewenangan
pemerintah desa agar dapat diselenggarakan secara baik. Tugas dan fungsi

utama dari pemerintah desa adalah memberikan pelayanan (Service) dan



pemberdayaan (empowerment), serta pembangunan (development) yang
seluruhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat.

Pemerintah Desa dalam UU desa disarankan untuk memiliki suatu
badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pendirian BUMDesa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh
kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh
Desa dan/atau kerja sama antar Desa. Dilihat dari struktur kelembagaan desa
terdapat unsur BUMDes yang diharapkan mampu mendorong dan
menggerakkan roda perekonomian di perdesaan. Setidaknya konsep dari
pendirian BUMDes adalan kegiatan pemberdayan ekonomi masyarakat
dimana kegiatan usahanya dikelola olenh masyarakat Desa. Sedangkan
pemerintah desa merencanakan aktualisasi kegiatanya dalam bentuk
penyetaraan modal pada badan-badan usaha milik desa yang dibentuk.

Sujarweni (2019:1) menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang
pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka
pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) di atur dalam UU terbaru No.6 Tahun 2014 tentang Desa juga
di singgung Badan Usaha MIlik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes,
adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki
oleh desa yang dipisahkan guna mengelola aset-aset, jasa pelayanan, dan
usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat. Saat ini, landasan hukum

mengenai keberaadaan dan tata kelola BUMDes semakin di perjelas oleh



pemerintah dengan keluarnya Pemdes No.4 Tahun 2015 di jelskan secara
terperinci mengenai proses pendirian BUMDes, siapa saja yang berhak
meneglola BUMDes, permodalan BUMDes, jenis usaha yang di
perbolehkan, sampai dengan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaporan
BUMDes di atur dalam permen ini.

BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang didirikan atas dasar
keinginan masyarakat desa untuk mengerakan perekonomian desa yang
potensi jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar.
BUMDes bergerak di bidang ekonomi dan pelayanan umum, yang dikelola
oleh desa dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Hasil dari
usaha BUMDes digunakan untuk pembanguna desa, pengembangan usaha
dan pemberdyaan masyarakat desa, bantuan untuk masyarakat miskin,
bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir dan kegiatan-kegiatan yang
lainnya.

Dalam pengelolaan BUMDes, diperlukan kerjasama yang baik
antara aparatur desa dengan masyarakat untuk mencapai kemajuan bersama
seperti yang diharapkan dari program pembentukan usaha bersama melalui
kegiatan BUMDes. Selain melibatkan masyarakat, kegiatan BUMDes juga
turut melibatkan beberapa stakeholders seperti karang taruna, tim
penggerak PKK, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Stakeholders
tersebut diharapkan mampu untuk saling bekerja sama dalam pelaksanaan

pengelolaan usaha desa agar bisa berjalan secara baik.



Menurut Anwas (2013:4) bahwa pemberdayaan masyarakat adalah
proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses
kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Selain
itu, pemberdayaan masyarakat juga pada dasarnya merupakan proses untuk
membuat masyarakat menjadi berdaya. Setiap anggota masyarakat dalam
sebuah komunitas sebenarnya memilki potensi, gagasan serta kemampuan
untuk membawa dirinya dan komunitasnya untuk menuju kearah yang lebih
baik, namun potensi itu terkadang tidak bisa berkembang disebabkan
beberapa faktor-faktor tertentu. Untuk menggerakan kembali kemandirian
masyarakat dalam pembangunan di komunitasnya, maka di perlukan
dorongan-dorongan atau gagasan awal untuk menyadarkan kembali peran
dan posisinya dalam kerangka untuk membangun masyarakat yang
sejahtera.

Sebagai strategi penting pembangunan desa yang terus berkembang
dalam berbagai aktivitas. Sejumlah kenyataan menampilkan bahwa
BUMDes vyang dijadikan ujung tombak pemberdayaan ekonomi
masyarakat desa belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal demikian
mungkin terjadi karena pemilihan sektor unit-unit usaha masyarakat tidak
tepat sasaran sesuai kepentingan pasar dan belum dijalankan secara serius.
Lemahnya pengetahuan masyarakat dalam menjalankan kegiatan unit-unit
usaha BUMDes yang tersedia menjadi persoalan tersediri bagi pemerintah
desa. Salah satunya, terlihat pada kegiatan pemberdayan ekonomi

masyarakat untuk memanfatkan kegiatan berusaha yang di fasilitasi oleh



BUMDes di Desa Sungai Ungar Utara. Unit usaha BUMDes dimaksud
berupa penyediaan kios-kios berjualan di lokasi Pantai Ketapang Desa
Sungai Ungar Utara Kabupaten Karimun. Pantai Ketapang dirancang
sebagai lokasi wahana berwisata terbuka hijau di pingir pantai berkonsep
eko wisata alam bahari, memanfaatkan kawasan hutan mangrove/pohon
bakau sebagai daya tarik yang ada di sekitarnya.

Pantai  Ketapang  memilik  karakteristik  pengembangan
pembangunan pariwisata lokal yang memberikan hasil yang positif dalam
mengoptimalkan peran masyarakat sebagai komponen pelaku utama
pembangunan di desa. Oleh karena itu, berbagai aktivitas pembangunan
daya tarik wisata mulai direncanakan, yang kemudian mulai
diaktualisasikan dengan pembentukan unit usaha BUMDes.

Berdarakan dokumen perencanaan pembangunan desa sungai ungar
utara tahun 2021, pembangunan Pantai Ketapang dilakukan secara bertahap
menggunakan DD, yang pengerjaanya dimulai dari tahun 2018 sampai
dengan tahun 2020. Proses dan tahapan dalam pembangunan Pantai
Ketapang dimulai dari pembuatan dermaga penghubung/ jembatan kayu,
kios-kios berjualan bagi masyarakat, sarana dan prasarana pendukung
lainnya. Proses pembangunan sudah menghabiskan biaya sebesar
Rp.500.0000.000,- (lima ratus juta rupiah). Kemudian pada tahun 2021
pemerintah desa melakukan penyertaan modal awal kepada BUMDes untuk
mengembangkan usaha-usaha di lokasi Pantai Ketapang dengan total

anggaran sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Modal awal



yang di distribusikan untuk pemenuhan sarana berjualan khususnya pada
kios-kios masyarakat sebagai bentuk dukungan pemerintah desa pada
pengeloaan kawasan.

Adanya aktivitas ekonomi masyarakat di pantai ketapang,
diharapkan sebagai penggerak ekonomi baru khususnya masyarakat di Desa
Sungai Ungar Utara. BUMDes sebagai pengelola hanya menerima jasa dari
penyewaan Kios-kios kepada masyarakat, untuk kegiatan berusaha
dilakukan secara mandiri oleh masyarakat.

Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan ekonomi
masyarakat adalah munculnya aktivitas pasar melalui sejumlah program
yang direncanakan sendiri oleh masyarakat. Kegiatan tersebut untuk
menjawab kebutuhan pengunjung sesuai dengan potensi sumber daya yang
tersedia.

Berdasarkan informasi awal di lapangan yang peneliti dapatkan,
pemanfaatan kios-kios untuk usaha kuliner belum menampilkan daya tarik
sesuai dengan tujuan dan sasaran yang di inginkan yaitu menjadikan lokasi
Pantai Ketapang sebagai Pusat Usaha Kuliner Masyarakat Desa Sungai
Ungar Utara Kabupaten Karimun sehingga berdampak signifikan pada hasil
pendapatan bagi pelaku usaha di lokasi pantai ketapang. (wawancara 21
maret 2021).

Pernyataan diatas di dukung juga hasil observasi yang
memperlihatkan aktiftas di lokasi pantai Ketapang sepi dari pengunjung,

sehingga belum berhasil menciptakan keuntungan sesuai dengan kosep



pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Suasana pantai ketapang masih jauh
dari kata baik terutama pada penyajian atraksi dan penataan kawasan
wahana yang belum tertata dengan baik.

Lebih lanjut informasi yang di dapatkan oleh penulis bahwa sejak di
resmikan tahun 2018, Pantai Ketapang sebagai Unit usaha BUMDes belum
mampu memberikan pengaruh besar terhadap kualitas kehidupan
masyarakat setempat khususnya masyarakat yang memanfaatkan kios-kios
yang tersedia untuk berjualan (wawancara 21 maret 2021).

Gambar 1. 1 Latar Belakang
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Kios-kios yang di sediakan BUMDes sungai ungar utara pada wisata
pantai ketapang berjumlah 8 unit. Saran dan prasarana yang di sediakan
berupa bangunan berjajar berjumlah 8 dengan ukuran perunit 4 x 4 meter
persegi serta listrik dengan sistem pemungutan sewa 1 bulan sekali. Satu
unit di sewakan dengan nominal harga 120 ribu rupiah per satu bulan. Dari
8 yang disedikan 6 yang tersewakan. Kios-kios tersebut menyediakan

makanan dan minuman serta jajanan ringan. Makanan seperti nasi goreng,

lakse, lendot, indomie, gorengan, sosis, nugget, sate dan roti prata.



Minuman dan jajanan ringan yakni, sirup, pop ice, es gunung, air kelapa

muda, serta jajanan ringan lainnya.

Dengan memperhatikan kondisi lapangan serta beberapa fenomena
yang telah diuraikan tersebut. Peneliti tertarik mengangkat permasalahan
ini kedalam penelitian ilmiah dengan judul: Strategi BUMDes Dalam
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Studi Pengembangan Usaha Kuliner

di Pantai Ketapang Desa Sungai Ungar Utara

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka pertanyaan utama
dalam penelitin adalah bagaimana Strategi Badan Usaha Milik Desa Dalam
Pemberdayan Ekonomi Masyarakat khususnya pada Pengembangan Usaha

Kuliner di Pantai Ketapang Desa Sungai Ungar Utara Kabupaten Karimun).

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan fokus permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka
tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui strategi BUMDes dalam Pemberdayan Ekonomi
Masyarakat khususnya pada pengembangan usaha kuliner di pantai
Ketapang Desa Sungai Ungar Utara Kabupaten Karimun.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi BUMDes
dalam meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya pada
pengembangan usaha Pantai Ketapang sebagai pusat usaha kuliner

masyarakat Desa Sungai Ungar Utara Kabupaten Karimun.



1.4 Manfaat Penelitain
Hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini diharapkan dapat
memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat yang
membutuhkan informasi mengenai strategi BUMDes pada
pemberdayan ekonomi masyarakat khususnya dalam mendukung
kebijakan pemerintah Desa dalam menjalankan BUMDes, serta dapat
menjadi bahan masukan bagi usaha Pantai Ketapang sebagai pusat
usaha kuliner masyarakat Desa Sungai Ungar Utara Kabupaten
Karimun agar memberikan perhatian khusus isu-isu pemberdayaan
ekonomi masyarakat yang seharusnya dikembangkan.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

Bagi penulis sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan
diri serta menambah pengetahuan dan pengalaman tentang Strategi
Bumdes Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Sungai
Ungar Utara.

1. Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan, khususnya untuk
mengetahui Strategi BUMDes Dalam Pemberdayan Ekonomi
Masyarakat khususnya pada pengembangan usaha Kuliner di
Pantai Ketapang Desa Sungai Ungar Utara Kabupaten Karimun.

2. Memberi pengalaman kepada penulis untuk memperluas
wawasan baik dalam penerapan teori maupun praktek dilapangan

dan mengetahui bagaimana Strategi BUMDes Dalam



Pemberdayan =~ Ekonomi  Masyarakat  khususnya  pada

pengembangan usaha Kuliner di Pantai Ketapang Desa Sungai

Ungar Utara Kabupaten Karimun.

1.5 Definisi Konsep

Definisi konseptual adalah batasaan terhadap masalah-masalah
variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan
memudahkan dalam mengoperasikannya di lapangan. Selain itu, definisi
konseptual yaitu suatu definisi yang maish berupa konsep dan maknanya
masih sangat abstrak walaupun secara intuitif masih bisa dipahami
maksudnya.

Kotten mengajukan model strategi yang di dalamnya terdapat 4
variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan suatu
Strategi, yaitu Strategi Komunikasi, Strategi program, Strategi pendukung
sumber daya, dan strategi kelembagaan. Variabel-variabel tersebut tidak
saja berdiri sendiri tapi sailing terkait satu sama lain serta saling
mempengaruhi variabel satu dengan yang lainnya. Adapun definisi
operasionalnya, yaitu:

1. Strategi Organisasi (Corporate Strategy)

Dalam strategi organisasi, sebuah strategi dirumuskan melalui
visi dan misi suatu pemerintah daerah atau instansi yang dituangkan ke
dalam suatu program atau kegiatan-kegiatan. Adapun aspek-aspek yang
dapat dilihat dari strategi organisasi ini adalah Visi dan misi. Setiap

organisasi pasti mempunyai rencana strategis dalam menjalankan setiap



2.

program organisasi. BUMDes sutra di desa sungai ungar utara
kecamatan kundur utara kabupaten karimun mempunyai visi dan misi
yang menjadi acauan utama dalam menjalankan setiap rencana dan
membuat program. Salah satunya ialah program wisata kuliner pantai
Ketapang parit senang desa sungai ungar utara. Sehinga visi misi ini
dapat di jadikan parameter keberhasilan implmentasi program wisata
kuliner pantai Ketapang parit senang desa sungai ungar utara.

Strategi Program (Program Strategy)

Strategi program ini lebih memberikan perhatian kepada
implikasi-implikasi statejik dari suatu program. Adapun aspek-aspek
yang dapat dilihat dari strategi program ini adalah Apakah strategi yang
dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau instansi akan memberikan
dampak positif baik terhadap instansi maupun masyarakat, atau malah
sebaliknya. Program wisata kuliner pantai Ketapang parit senang desa
sungai ungar utara merupakan wujud dari BUMDes desa sungai ungar
utara kecamatan kundur utara kabupaten karimun dengan upaya
menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa sungai ungar
utara dengan membangun kios-kios untuk menjual berbagai kuliner
bagi masyarakat desa sungai ungar utara serta program wisata kuliner
pantai Ketapang parit senang sungai ungar utara menjadi salah satu
sumber pemasukan dana bagi BUMDes desa sungai ungar utara

kecamatan kundur utara kabupaten karimun, karena wisata kuliner



3.

pantai Ketapang meupakan unit usaha BUMDes desa sungai ungar
utara kecamatan kundur utara kabupaten karimun.
Strategi Pendukung Sumber Daya (Resource Support Strategy)
Strategi pendukung sumber daya merupakan suatu strategi
yang memanfaatkan segala sumber daya yang ada dalam sebuah
pemerintah daerah atau instansi. Adapun aspek-aspek yang dapat
dilihat dari strategi sumber daya ini adalah
Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana atau lebih dikenal dengan
peralatan adalah setiap benda atau alat yang dipergunakan untuk
memperlancar atau mempermudah pekerjaan atau gerak aktivitas dari
instansi daerah maupun Pemerintahan Daerah. Pembangunan program
wisata kuliner pantai ketapang oleh BUMdes sutra desa sungai ungar
utara mempunyai sarana prasarana seperti pembangunan jembatan dan
gazebo sebagai sarana utama, kios-kios sebagai saran pendukung.
Dalam hal ini sarana dan prasarana tersebut di pergunakan untuk
merealisasikan tujuan dari BUMdes sutra desa sungai ungar utara
kecamatan kundur utara kabupaten karimun menjadikan wiasata
kuliner pantai Ketapang sebagai lapaangan pekerjaan bagi masyarakat
desa sungai ungar utara dengan fasilitas berjualan pada program wisata
pantai Ketapang parit senang.
Sumber Daya Manusia merupakan suatu aset atau modal nonmaterial
yang harus tersedia dengan baik bagi terwujudnya tujuan dari suatu

instansi yang merupakan motor penggerak bagi pelaksanaan segala



program dan kegiatan dari sebuah instansi tersebut. Struktur Pengurus
BUMDes sutra desa sungai ungar utara kecamatan kundur utara selaku
kelompok yang mengelola program wisata kuliner pantai Ketapang
parit senang harus mempunyai pemikiran yang kreatif dalam
mengembangkan program serta mampu berkolaborasi dalam mengelola
setiap program BUMDes desa sungai ungar utara kecamatan kundur
utara kabupaten karimun.

Sumber daya finansial Keuangan merupakan salah satu faktor yang
sangat urgen dari setiap kegiatan yang dilaksanakan dari sebuah
instansi. Suatu kegiatan tidak akan dapat berjalan baik jika tidak
didukung oleh ketersediaan finansial dalam sebuah instansi. BUMDes
sutra desa sungai ungar utara kecamatan kundur utara kabupaten
karimun mendapatkan suntikan modal utama dari pemerintah desa
sungai ungar utara dan dari program wisata kuliner pantai Ketapang,
seperti uang sewa kios-kos jualan, uang parkir kendaraan pengunjung
di wisata kuliner pantai Ketapang desa sungai ungar utara.

Strategi Kelembagaan (Institutional Strategy)

Dalam strategi kelembagaan ini, kekuatan strategi dari suatu instansi
terhadap suatu masalah terletak pada bagaimana instansi tersebut dapat
memanfaatkan semaksimal mungkin unsur-unsur kelembagaan (aturan,
SOP, tanggung jawab serta kewenangan) yang dimilikinya untuk dapat
mendukung pelaksanaan dari suatu kegiatan. BUMdes sutra sungai

ungar utara kecamatan kundur utara kabupaten karimun tentunya



mempunyai rencana strategis dalam mengupayakan keberhasilan dari
program wisata pantai ketapang. Program wisata kuliner pantai
Ketapang parit senang di bawah tanggungjawab BUMDes sutra desa
sungai ungar utara kecamatan kundur utara kabupaten karimun,
sehingga setiap aturan yang di buat serta standar operasional pelayanan
olen BUMDes desa sungai ungar utara kecamatan kundur utara
kabupaten karimun dapat di implementasikan oleh program wisata

kuliner pantai Ketapang parit senang desa sungai ungar utara
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